
 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 

NOMOR 11 TAHUN 2013 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  

NOMOR 10 TAHUN 2006 

TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI JEPARA, 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk penyesuaian terhadap penganggaran 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Jepara maka perlu 

meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah untuk disesuaikan; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

   

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4488); 

 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standard Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang  

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 
 



19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang  

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 
 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan 

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah; 
 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 tahun 

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 

2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Jepara Nomor 3 ); 
 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 

2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Jepara Nomor 13); 



Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 

 

dan 

 

BUPATI JEPARA 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 10 

TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH 

 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 

2006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 ) diubah 

sebagai berikut : 

 

 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 5 

(1)   Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 

Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan 

kekayaan Daerah yang dipisahkan. 

(2)   Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan : 

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; 

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Daerah; 

c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang; 

d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara 

pengeluaran; 

e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 

penerimaan Daerah; 

f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan utang dan 

piutang Daerah; 

g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan 

barang milik Daerah; dan 

h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas 

tagihan dan memerintahkan pembayaran. 



 

(3)   Pelimpahan Kekuasaan dan wewenang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4)   Bupati dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya 

kepada : 

a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan 

Daerah; 

b. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) selaku 

PPKD; 

c. kepala SKPD sebagai pengguna anggaran/barang. 

(5)   Kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan oleh : 

a. kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah selaku PPKD; 

b. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang Daerah. 

(6)   Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan 

keuangan Daerah. 

 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 8 
 

(1)   PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD 

selaku kuasa BUD. 

(2)   Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3)   Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai 

tugas : 

a. Menyiapkan anggaran kas; 

b. Menyiapkan SPD; 

c. Menerbitkan SP2D;  

d. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan Daerah; 

e. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD 

pada Bank dan /atau Lembaga Keuangan Lain yang ditunjuk; 

f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan APBD; 

g. Menyimpan uang Daerah; 

h. Melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola/ 

menatausahakan investasi Daerah;dan 

i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat 

pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah. 

(4)   Dalam pelaksanaan tugasnya, Kuasa BUD bertanggung jawab 

kepada BUD. 
 

 



3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 9 
 

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan 
SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut : 
 

a. menyusun Rancangan APBD dan Perubahan APBD; 
b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 

c. melakukan pemungutan pajak daerah; 
d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas 

nama pemerintah daerah; 

e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 
daerah; 

f. menyajikan informasi keuangan daerah;dan 

g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta 
penghapusan barang milik daerah. 

 

 

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 10 

 
 

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang Daerah mempunyai 

tugas dan wewenang : 
 

a. menyusun RKA-SKPD; 

b. menyusun DPA-SKPD; 

c. menandatangani SPM; 

d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban anggaran belanja; 

e. melaksanakan pengujian SKPD yang dipimpinnya; 

f. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran; 

g. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; 

h. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 

i. mengelola barang utang dan piutang yang menjadi tanggung 

jawab SKPD yang dipimpinnya; 

j. mengelola barang milik Daerah/kekayaan Daerah yang menjadi 

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 

k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya; 

l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna 

barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh 

Bupati;dan 

n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah; 

 



5. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 11 

 

(4)   Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat 

(1) meliputi : 

 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban anggaran belanja; 
b. melaksanakan anggaran unit kerja yang di pimpinnya; 
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran; 
d. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 

e. menandatangani SPM LS dan SPM TU;dan 
f. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya 

berdasarkan kuasa yang di limpahkan oleh pengguna anggaran. 
 

6. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 23 

 

(2)   Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d mencakup: 

a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; 

b. jasa giro; 

c. pendapatan bunga; 

d. pendapatan dari tuntutan ganti kerugian Daerah; 

e. pendapatan dari pengembalian; 

f. pendapatan dari hasil pemanfaatan atau pendayagunaan 

kekayaan yang tidak dipisahkan; 

g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 

h. pendapatan denda pajak; 

i. pendapatan penerima dan sumbangan pihak III; dan 

j. pendapatan BLUD. 

 

7.   Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 25 

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22 huruf c terdiri atas: 

a. pendapatan hibah; 
b. pendapatan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah 

daerah lainnya; 
c. dana penyesuaian otonomi khusus;dan 
d. bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. 

 



8. Ketentuan Pasal 28 ayat (7), ayat  (8), dan ayat  (9) diubah serta 

menambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (9a), sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 28 

 

(7) Klasifikasi Belanja menurut kelompok sebagaimana di maksud 

pada ayat (1) belanja terdiri dari : 

a. belanja tidak langsung yaitu belanja yang dianggarkan tidak 

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan; 

b. belanja langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. 

 

(8) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas : 

a. belanja pegawai; 

b. bunga; 

c. subsidi; 

d. hibah; 

e. bantuan sosial; 

f. belanja bagi hasil; 

g. bantuan keuangan;dan 

h. belanja tidak terduga. 

 

(9) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas : 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; dan 
c. belanja modal. 

 

 (9a) Format susunan objek belanja Daerah beserta kode rekeningnya   

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

 

9. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) diubah dan menambah 1 (satu) ayat baru 

yaitu ayat (5a), sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 29 

 

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencakup: 

a. pembentukan dana cadangan; 

b. penyertaan modal (investasi) Pemerintahan Daerah; 

c. pembayaran pokok utang; dan 

d. pemberian pinjaman. 

 



(5a) Format susunan obyek pembiayaan Daerah beserta kode rekening 

diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati 

 

10. Ketentuan Pasal 35 diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) 

ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 35 

 

(1) Bupati berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

32 ayat (1) menyusun rancangan KUA dan PPAS. 

(2) Penyusunan rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang 

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. 

(2a)Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) memuat antara lain : 

a.pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan 

Pemerintah dengan Pemerintah Daerah; 
b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD; 
c. teknis penyusunan APBD; dan 

d. hal-hal khusus lainnya.  
 

(3) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan PPAS tahun 

anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-

lambatnya awal bulan Juli tahun anggaran berjalan. 

(4) Rancangan KUA dan PPAS yang telah dibahas Bupati bersama 

DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan 

PPAS. 

11. Ketentuan Pasal 36 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 36 

 

(5)   Bupati berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD 

sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD paling 

lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. 

 

 

 



12. Ketentuan Pasal 37 ayat (3) diubah dan menambah 11 (sebelas) ayat 

baru yaitu ayat (3a,) ayat (3b), ayat (3c,) ayat (3d,) ayat (3e,) ayat (3f,) 

ayat (3g), ayat (3h), ayat (3i), ayat (3j dan) ayat (3k) sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 37 

(3) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka 

pengeluaran jangka menengah sebagaimana ayat (2) 

dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi 

perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan 

yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun 

anggaran yang direncanakan. 

(3a) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) dilakukan dengan memadukan seluruh proses 

perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja dan 

pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen 

rencana kerja dan anggaran. 

(3b) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja 

sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan 

memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran 

yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang 

diharapkan termasuk efisien dalam pencapaian hasil dan 

keluaran tersebut. 

(3c) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan 

pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD 

mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) 

tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama 

tahun anggaran berjalan; 

(3d) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3c) bertujuan 

menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan 

dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk 

dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang 

direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang 

direncanakan; 

(3e) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun 

terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, 

kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang 

direncanakan. 

(3f) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3e) berdasarkan indikator kinerja, capaian 

atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan 

harga dan standar pelayanan minimal; 



(3g) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3f) adalah 

ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan 

kegiatan yang direncanakan; 

(3h) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3f) 

merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dan 

berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas 

pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan; 

(3i) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3f) 

merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang 

digunakan untuk melaksankan suatu kegiatan; 

(3j) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3i) 

merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku 

disuatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

(3k) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3f) merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian 

jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib 

daerah. 

 

13. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) diubah dan menambah 1 (satu) ayat baru 

yaitu ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 48 

(2) Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merinci sasaran yang hendak di capai fungsi program dan 

kegiatan anggaran yang di sediakan untuk mencapai sasaran 

tersebut dan rancangan penarikan dana tiap-tiap satuan kerja 

serta pendapatan yang diperkirakan. 

(2a) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah di 

susunnya kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja 

setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

14. Ketentuan Pasal 76  diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 76 

 

(1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai 

dengan asumsi KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 74 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan 

atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi 

belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang 

semula ditetapkan dalam KUA dan PPAS. 



 

(2) Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya 

perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  kedalam 

rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS 

perubahan APBD. 

(3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS 

perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan 

secara lengkap penjelasan mengenai : 

 

a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya; 
b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung 

dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa 

waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; dan 
c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus 

dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak 
tercapai; dan 

d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus 

ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui 
asumsi KUA. 
 

(4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS 

perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan 

Agustus dalam tahun anggaran berjalan. 

(5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS 

perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah 

dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum 

perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat 

minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan. 

(6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan 

daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan 

September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya 

penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan 

peraturan daerah tentang perubahan APBD. 

 

 

15. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

  

Pasal 77 

 

Kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang 

telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (5), 

masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang 

ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD 

dalam waktu bersamaan dalam sidang paripurna. 

 

 



 

16. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 78 

 

(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 77, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati 

perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program 

dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat 

diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai 

acuan bagi kepala SKPD. 
 

(2) Rancangan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mencakup : 
 

a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru 

dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap 

SKPD; 

b. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD 

yang telah diubah kepada PPKD;dan 

c. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum 

perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, standar analisa 

belanja dan standar harga. 
 

(3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD 

yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diterbitkan oleh Bupati paling lambat minggu ketiga bulan 

Agustus tahun anggaran berjalan. 

 

17. Diantara  Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 17 Pasal baru yaitu Pasal 

78A, Pasal 78B, Pasal 78C Pasal 78D Pasal 78E Pasal 78F Pasal 78G 

Pasal 78H Pasal 78I Pasal 78J Pasal 78K Pasal 78L Pasal 78M Pasal 

78N Pasal 78O Pasal 78P dan Pasal 78Q, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 78A 

 

(1) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 

ayat (1) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian 

target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan 

semula. 

(2) Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program 

dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan 

anggaran SKPD (DPPA-SKPD). 

(3) Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, 

kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja 

serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun 

setelah perubahan. 



 

Pasal 78B 

 

(1) Pergeseran anggaran  antar unit organisasi, antar kegiatan dan 

antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis 

belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam 

DPPA-SKPD. 
 

(2) Pergeseran antar rincian obyek belanja berkenaan dapat dilakukan 

atas persetujuan PPKD. 
 

(3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan 

dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah. 
 

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 

(3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan Bupati tentang 

penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya 

dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan  

APBD. 
 

(5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar 

jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan 

Daerah tentang APBD. 
 

(6) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 

(3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 78C 

 

(1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih 

perhitungan tahun anggaran sebelumnya. 
 

(2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 

sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c dapat 

berupa: 
 

a. membayar bunga dan pokok utang dan atau obligasi daerah 

yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan 

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69; 

b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; 

c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya 

kebijakan pemerintah; 

d. mendanai kegiatan lanjutan; 

e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus 

diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian 

pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan 

f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya 

ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-



SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai 

dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun 

anggaran tahun berjalan. 
 

(3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk mendanai 

pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, 

huruf c, dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-

SKPD. 
 

(4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk 

mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD. 
 

(5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk 

mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e 

diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. 

 

 

Pasal 78D 

 

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) 

huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah 

daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 

rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

 

(2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya 

diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. 

 

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja 

tidak terduga. 

 

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan 

dengan cara : 

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target 

kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran 

berjalan; dan/atau 

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. 

 

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja 

untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam 

peraturan daerah tentang APBD. 

 



(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) mencakup : 

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah 

dan masyarakat. 

 

(7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan 

lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) huruf a serta pendanaan keadaan darurat untuk 

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan 

terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. 

 

(8) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya 

perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran 

yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut 

disampaikan dalam laporan realisasi anggaran yang diformulasikan 

terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar 

pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan 

sekretaris daerah. 
 

(9) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan 

darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih 

dahulu ditetapkan dengan peraturan Bupati. 

 

 

Pasal 78E 

(1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) 

huruf e merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi 

penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami 

kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen); 

(2) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara 

pendapatan dan belanja dalam APBD. 

 

Pasal 78F 

(1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi 

penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50% 

(lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 78E ayat 

(1), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau 

penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan 

kegiatan dalam tahun anggaran berjalan. 



(2) Penambahan kegiatan baru dan penjadwalan ulang/peningkatan 

capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan 

DPPA-SKPD. 

(3) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah 

tentang perubahan  APBD. 

 

Pasal 78G 

(1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi 

penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% 

(lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 78E ayat 

(1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian 

target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran 

berjalan. 

(2) Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diformulasikan ke dalam DPPA-SKPD. 

(3) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 

sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 

perubahan APBD. 

 

Pasal 78H 

(1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-

SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah 

disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih 

lanjut oleh TAPD. 

(2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian 

antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dengan kebijakan umum perubahan APBD serta DPPA 

perubahan APBD, prakiraan maju yang direncanakan atau yang 

telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian 

kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan 

harga, dan standar pelayanan minimal. 

(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang 

memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam 

perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD melakukan 

penyempurnaan. 

 

 



Pasal 78I 

(1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-

SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah 

disusun oleh SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih 

lanjut oleh TAPD. 

(2) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-

SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah 

dibahas TAPD, dijadikan bahan penyusunan rancangan peraturan 

daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati 

tentang penjabaran perubahan APBD oleh PPKD. 

 

Pasal 78J 

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan 

bupati tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun oleh PPKD 

memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami 

perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. 

 

Pasal 78K 

(1) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 78J terdiri dari rancangan 

peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya. 

(2) Lampiran rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri dari : 

a. ringkasan perubahan APBD; 
b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah 

dan organisasi; 
c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah, 

organisasi; 

d. pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
e. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan 

daerah; 
f. organisasi, program dan kegiatan; 
g. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka 
pengelolaan keuangan Negara; 

h. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 

i. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 

dan 
j. daftar pinjaman daerah. 

 

 



Pasal 78L 

(1) Rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78J terdiri dari rancangan 

peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD beserta 

lampirannya. 

(2) Lampiran rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri dari : 

a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, 
belanja daerah dan pembiayaan daerah; dan 

b. penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, 

kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja 
dan pembiayaan. 

 

Pasal 78M 

(1) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang telah 

disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati. 

(2) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan oleh 

Bupati kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. 

(3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi 

mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat 

dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang 

direncanakan. 

(4) Penyerbarluasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan 

APBD dilaksanakan oleh sekretariat daerah. 

 

Pasal 78N 

(1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang 

perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat 

minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk 

mendapatkan persetujuan bersama. 

(2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dsertai dengan nota keuangan perubahan APBD. 

(3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan Peraturan 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada 

kebijakan umum perubahan APBD serta DPPA perubahan APBD 

yang telah disepakati antara Bupati dan pimpinan DPRD. 



(5) Pengambilan Keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan 

peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran 

yang bersangkutan berakhir.  

 

 Pasal 78O 

 

(1) Tata cara evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah 

tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang 

penjabaran perubahan APBD kabupaten menjadi Peraturan Daerah 

dan Peraturan Bupati berlaku ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), 

ayat (3), dan ayat (4). 

 

(2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan 

peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan 

peraturan bupati tentang penjabaran Perubahan APBD tidak sesuai 

dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan 

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 

diterimanya hasil evaluasi. 

 

(3) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, 

dan Bupati tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang 

perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang 

penjabaran perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati dimaksud, sekaligus menyatakan tidak 

diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku 

APBD tahun anggaran berjalan. 

 

(4) Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta 

pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

 

Pasal 78P 

 

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 78O ayat (4), Bupati harus memberhentikan 

pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama 

Bupati mencabut peraturan daerah dimaksud. 



(2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pencabutan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. 

 

 

Pasal 78Q 

 

(1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada 

semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap 

program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD. 

 

(2) DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan 

seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan 

Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD). 

 

(3) Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap 

rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang 

mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus 

disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah 

anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah 

dilakukan perubahan. 

 

(4) DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD dan 

disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan sekretaris daerah. 

 

18.   Ketentuan Pasal 127 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 127 

 

(1) Bupati dapat menetapkan SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang 

tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan 

pelayanan umum dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 
 

(2) Dalam hal menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada 

masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(1), SKPD atau 

unit kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas 

dalam pengelolaan keuangan.  

 

 

 

 

 



Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Jepara. 

 

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 6 September 2013 

 

BUPATI JEPARA,  
 

Cap ttd 
 
AHMAD MARZUQI 

 
 
 

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 6 September 2013 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,  
 

         Cap ttd 
 

          SHOLIH 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN  2013  NOMOR  

 

SALINAN SESUAI DENGAN NASKAH ASLINYA 

  KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN JEPARA 

Cap  ttd 
 

MUH NURSINWAN, SH,MH 

NIP.19640721 1986031013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENJELASAN 
 

ATAS 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  

NOMOR             TAHUN 2013 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  

NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH 

 

 

I. PENJELASAN UMUM 

 

Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem 

pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah 

memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan dan 

penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawban harus dilakukan secara efektif dan efisien, melalui 

tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga pilar utama yaitu 

transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.  

Beberapa aspek yang diatur dalam Peraturan Daerah ini 

memberikan peran dan tangung jawab yang lebih besar kepada pejabat 

pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem 

pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan 

piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan barang milik 

daerah, larangan penyitaan uang dan barang milik daerah dan/atau 

yang dikuasai daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, 

serta akuntansi pelaporan.  

Sehubungan dengan hal tersebut dalam Peraturan Daerah ini 

diperjelas posisi SKPD sebagai instansi pengguna anggaran dan 

pelaksana program, posisi satuan kerja pengelola keuangan daerah 

sebagai bendahara umum daerah, serta fungsi perbendaharaan 

dipusatkan di satuan kerja pengelola keuangan daerah.  

Sejalan dengan spirit sinkronisasi dan sinergitas terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengelolaan 

keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini menetapkan 

hal-hal yang bersifat prinsip sesuai kondisi daerah, yang meliputi 

norma, asas, landasan umum dalam penyusunan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban 

keuangan daerah. 

 

 

 



II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 5 

 Ayat (1) 
 Cukup jelas. 
 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

 
 Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

 
 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 
 
 Ayat (5) 

 Cukup jelas. 
 
 Ayat (6) 

  Cukup jelas. 
 
Pasal 8 

 Ayat (1) 
 Cukup jelas. 
 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

 
 Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

 
 Ayat (4) 
  Cukup jelas. 

 
Pasal 9 

  Cukup jelas. 

Pasal 10 

  Cukup jelas. 

Pasal 11 

 Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

 

 



Pasal 23 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

Pasal 25 

  Cukup jelas. 

Pasal 28  

 Ayat (7) 
 Cukup jelas. 
 

 Ayat (8) 
  Cukup jelas. 

 
 Ayat (9) 
 Cukup jelas. 

 
 Ayat (9a) 

  Cukup jelas. 
 
Pasal 29  

 Ayat (3) 

 Cukup jelas. 
 
 Ayat (5a) 

  Cukup jelas. 
 
Pasal 35  

 Ayat (2a) 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 36  

 Ayat (5) 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 37  

 Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

 
 Ayat (3a) 
  Cukup jelas. 

 
 Ayat (3b) 

 Cukup jelas. 
 
 



 Ayat (3c) 
  Cukup jelas. 

 
 Ayat (3d) 
  Cukup jelas. 

 
 Ayat (3e) 
 Cukup jelas. 

 
 Ayat (3f) 

  Cukup jelas. 
 
 Ayat (3g) 

  Cukup jelas. 
 
 Ayat (3h) 

 Cukup jelas. 
 

 Ayat (3i) 
  Cukup jelas. 
 

 Ayat (3j) 
 Cukup jelas. 

 
 Ayat (3k) 
  Cukup jelas. 

 
Pasal 48  

 Ayat (2) 
 Cukup jelas. 

 
 Ayat (2a) 

  Cukup jelas. 
 
Pasal 76 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas. 
 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 

 Ayat (3) 
 Cukup jelas. 
 

 Ayat (4) 
  Cukup jelas. 

 
 Ayat (5) 
 Cukup jelas. 

 
 Ayat (6) 
  Cukup jelas. 



Pasal 77 

 Cukup jelas. 

Pasal 78 

 Ayat (1) 
 Cukup jelas. 
 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

 
 Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 78A 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas. 
 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 
 
 Ayat (3) 

 Cukup jelas. 
 
Pasal 78B 

 Ayat (1) 
 Cukup jelas. 
 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

 
 Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

 
 Ayat (4) 
 Cukup jelas. 

 
 Ayat (5) 

  Cukup jelas. 
 
 Ayat (6) 

 Cukup jelas. 
 
Pasal 78C 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas. 
 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 



 Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

 
 Ayat (4) 
 Cukup jelas. 

 
 Ayat (5) 
  Cukup jelas. 

 
Pasal 78D 

 
 Ayat (1) 
 Cukup jelas. 

 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

 
 Ayat (3) 

 Cukup jelas. 
 
 Ayat (4) 

 Cukup jelas. 
 

 Ayat (5) 
  Cukup jelas. 
 

 Ayat (6) 
 Cukup jelas. 
 

 Ayat (7) 
 Cukup jelas. 

 
 Ayat (8) 
  Cukup jelas. 

 
 Ayat (9) 

 Cukup jelas. 
 
Pasal 78E 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas. 
 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 
 

Pasal 78F 
 
 Ayat (1) 

 Cukup jelas. 
 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 
 



 Ayat (3) 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 78G 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas. 
 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 

 Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 78H 

 Ayat (1) 
 Cukup jelas. 

 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

 
 Ayat (3) 

 Cukup jelas. 
 
Pasal 78I 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas. 
 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 
Pasal 78J 

 Cukup jelas. 

Pasal 78K 

 Ayat (1) 
 Cukup jelas. 
 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

 
Pasal 78L 

 Ayat (1) 
 Cukup jelas. 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 

 



Pasal 78M 

 Ayat (1) 
 Cukup jelas. 

 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

 
 Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

 
 Ayat (4) 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 78N 

 Ayat (1) 
 Cukup jelas. 

 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

 
 Ayat (3) 

 Cukup jelas. 
 
 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 
 

 Ayat (5) 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 78O 

 Ayat (1) 
 Cukup jelas. 
 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

 
 Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

 
 Ayat (4) 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 78P 

 Ayat (1) 
 Cukup jelas. 

 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 



 Ayat (3) 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 78Q 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas. 
 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 

 Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

 
 Ayat (4) 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 127 

 Ayat (1) 
 Cukup jelas. 

 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


